BUPATI KUDUS

w

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor dan Peraturan Presiden Nomor 52
Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru
Pegawai Negeri Sipil, maka agar tidak terjadi duplikasi
anggaran, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor
19 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai untuk Peningkatan Kinerja
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28
Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai  untuk
Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kudus ;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai_mana dimaksud
" huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

13 Tahun 1950 tenta
Undang-Undang Nomor -
Pembe%tukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

.Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

z gggsglgen%garagn Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 'Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Mengingat T



10.

11

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok . : :
Tahun Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

q 1974 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
€publik  Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah de

Ngan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

ggg(')bfha" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 )

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja .lnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dar_u Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2009 Nomor
85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5016) ;

i i donesia Nomor 52 Tgh

turan Presiden Republik Indol ; ahun

chr)ag tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai
Negeri Sipil ; - =

Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006

Per;t:ran Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

te':-; gimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

:leegaegri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atag

. ) 13 Teten !
enteri Dalam Negeri Nomor 008
?er\?::lrga?’ehgoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

aerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007

zigﬁggras °S°k~p°k°k Pengelolaan Keuangan 7Er)sjaeraohr
oA K 2007 Nom
3, Tambahan | abupaten Kudus Tahun

9):

embaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor

13- Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Kriteria  Pemberian  Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai untyk Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kydus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2009 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2009
tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2009 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 19 TAHUN
2009 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PENINGKATAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal |

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun
2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2009 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kriteria
Pemberian Tambahan Penghasilan. kgpada Pegawai untuk
Peningkatan Kinerja Pegawai Negen_SupnI dan Calon Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudgs Tghun 2009 Nomor 28),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Sekretaris Desa yang Qiangkat rr_lenjadi Pegawai Negeri
Sipil yang menerima Iam—lfaln tunjangan yang bersu n_1ber
dari penghasilan sebagian ‘bekas ben_gkok tidaik
diberikan Tambahap Penghasilan Pegawai berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

geri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau yang

Sisamakan dengan Badan .Layanan U_mum .Daerah

(BLUD) seperti Rumah Sakit Qaerah, tidak diberikan

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan

Bupati ini.

(2) Pegawai Ne



(3) Guru p . o
diberika:gawal Negeri Sipil dan Dosen yang sudah

Pemerint tunjangan profesi berdasarkan Peraturan
Prof 'ntah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan

eost Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan
D_ose'n serta  Tunjangan Kehormatan Profesor tidak
diberikan T

ambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

(4) Guru Pegawai Negeri Sipi yang sudah diberikan
tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Presiden
NOfT)OF 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya:
No. Jabatan . )
o = Ditetapkan di Kudus
;_4 s pada tanggal / 30 Pesember 2010

2 | ASISTEN SEKDA /
3 | KEPALA DINAS/BADAN
4 | KEPALA BAGIAN /

KANTOR ; BIDANG | |
5 | BAG. HUKUM/LAINNYA ,

\b MUSTHOFA
Jiundangkan di Kudus

ada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

'BADRI HUTOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 201 ) NOMOR 7|

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.11.01
10:34:24 +07'00'
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